
SALINAN

BUPATIKEDIRI
PROVINSIJAWA TIMUR

PERATURAN BUPAT] KEDIRI

NOMOR 59 TAHUN 2OI7

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2} DI KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a.

b.

BUPATI KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 201 1 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149), dan

sesuai Nota Dinas Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 180/8307/418.52D017 langgal 19

Desember 2017 perihal Penyusunan Regulasi Pelaksanaan

Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kediri serta Berita Acara

Nomor 050/83611418.5212017 tanggal 22 Desember 2017 tentang

Pembahasan Penyusunan Regutasi Pelaksanaan Pemungutan

PBB-P2 di Kabupaten Kediri perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di

Kabupaten Kediri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) di Kabupaten Kediri ;
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

lg60Nomorl04,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 2043) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47'

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paiak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

200gNomorl30,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 5049) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201'l tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2014 Nomor

224, -fambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan

Undang-UnJang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 58 '

Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 3643) ;

PeraturanPemerintahNomorSsTahun2005tentangPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4578) ;

PeraturanPemerintahNomor6gTahun2010tentangTataCara
PemberiandanPemanfaatanlnsentifPemungutanPajakDaerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5161) ;
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10. PeraturanPemerintahNomor55Tahun2016tentangKetentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 244' Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5950 ;

Mengingat '. 1.

5.
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor

86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

i"Uup"t"n Kediri Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 20'17 Nomor 3' Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149);

'13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang

PembentukandanSusunanPerangkatDaerahKabupatenKediri
(Lembaran Daerah Kabupaten Kedki Tahun 20'16 Nomor 5'

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) ;

Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Keria

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 63) ;

14.

MenetaPkan :

BAB I

KETENTUAN UIf,UIT

Pagal {

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri'

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kedid

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN KEDIRI'

3. Bupati adalah BuPati Kediri'

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan

Pendapatan Daerah t"Lru in"Ln"i pemungut Pajak Daerah di Kabupaten Kediri'

S.PajakDaerah,yangselanjutnyadisebutPajakadalahkontribusiwajibkepadadaerah
yang terutang olen oiang pribadi atau badan.yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, o"ngan iio;k mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'
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6 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan' baik

yang metakukan usaha ,"'pJn yang tidak melakukan usaha yang meliputi

PerseroanTerbatas,PerseroanKomanditer'Perseroanlainnya'BadanUsahaMilik
NegaraatauBadanUsahaMitikDaerahdengannamadandalambentukapapun,
Rnia, trongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan'

organisasi i,r""", organisasi sosial politik atau organisasi lainnya' Lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi koleKif dan bentuk usaha tetap'

Bank adalah bank penerima pembayaran paiak daerah yang dituniuuditetapkan oleh

Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Keputusan Bupati'

MobilPelayananPajakadalahmobilpelayananBapendauntukmelaksanakanproses
pemungutan Pajak Daerah dengan berkeliling di wilayah Kabupaten Kediri'

Pemungutanadalahsuaturangkaiankegiatanmulaidaripenghimpunandataobiek
dan subiek pajak, penentr"n b"o'y" pajak yang terutang sampai kegiatan

penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya'

KasUmumDaerahatauselanjutnyadisebutKasUmumDaerahKabupatenKediri
adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayara seluruh

pengeluaran daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan' yang selanjutnya disebut

PBB-P2adalahpajakatasbumidan/ataubangunanyangdimiliki'dikuasai'dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan' dan pertambangan'

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta

laut wilaYah KabuPaten.

Bangunanadalahkonstruksiteknikyangditanamataudilekatkansecaratetap
pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut'

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak'

Fiskus adalah pegawai pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk

melaksanakan tugas pemungutan paiak dan dikenal sebagai pejabat paiak daerah'

Wajib Paiak adalah orang pribadi atau Badan' meliputi pembayar paiak'

pemotonj pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan karajiban

perpajatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

Perguruan Tinggi adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan

berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik

serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran yang lebih tinggi daripada

pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah'

PerguruanTinggiSwastaselanjutnyadisebutPTSadalahperguruantinggiyang
beientuk Akademi, politeknik, sekolah ringgi, lnstitut dan universitas yang

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara PTS yang berbentuk yayasan'

perkumpulan sosial dan/atau badan wakaf'

RumahSakitSwastaadalahRumahSakitSwasta,lnstitusiPelayananSosial
Masyarakat.
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20.

21.

22

23

24.

25

26

27.

28.

29

Jarur kereta api adarah prasarana kereta api yang diperuntukkan bagi lalu.lintas

kereta api yang meliputi a'"i"n manfaat' jalan kereta api' daerah milik jalan kereta

api, daerah pengawasan ;atan fereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang

bebas di atasnYa.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkal NJOP' adalah harga rata-rata

yang diperoleh Oari translt"si iuatteti yang terjadi secara wajar' dan bilamana tidak

terdapat transaksi iuaf Uefi, ff'fOp Oitentut<an melalui perbandingan harga dengan

obiek lain yang seienis, atau nilai perolehan baru' atau NJOP pengganti'

PemeliharaanBasisDataadalahpelaksanaanpemeliharaanbasisdatayangtelah
terbentuk karena adanyJ-pi*U"tt"n data objek dan subjek pajak' Dalam

pelaksanaan pemeliharaan basis data yang menyangkut perubahan data seperti

p"na*"t"n objek pajak baru, pemecahan atau penggabungan'

Basis Data adalah Kumpulan informasi objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan

sertadatapendukungr,innyao"ta,suatuwilayahadministrasipemerintahantertentu
serta disimpan dalam media penyimpan data'

Surat Pemberitahuan objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah

surat yang digunakan J"ft w"iiu Paiak untuk melaporkan data subiek dan obiek

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan

peiaturan perundang-undangan perpaiakan daerah'

Blok adalah Zona Geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang dibatasi

oteh batas alam dan/atau oualn iranusia yang bersifat permanenftetap, seperti lalan,

selokan, sungai dan 
""O"g"iny" 

untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan

B"ngrn"n daLm satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan'

Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) adalah Daftar yang dibuat untuk

memudahkan perhitungan nilai iangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri

dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya

DaftarHasilRekaman(DHR)adalahDaftaryangmemuatrinciandatatentangobjek
dansubjekpajaksertabesamyanilaiobjekpajaksebagaihasildariperekamandata.

Nomor Obiek Pajak (NOP) adalah Nomor identifikasi obiek pajak (termasuk obiek

y"ng y"ng tidak dikenakan pajak yang mempunyai karaKeristik unik' permanen'

standar dengan satuan blok diam-satu wilayah administrasi pemerintahan dsa /

komponen fasilitas bangunan'

kelurahan.

kelurahan.

30

Pemutakhiran Basis Data adalah Pekeriaan yang dilakukan untuk menyesuaikan data

yang disimpan di dalam basis data dengan data yang sebenamya di lapangan'

peta Blok adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas

sekelompok objek pajak i"ng Jib"t"ti oleh batas alam dan/atau batas buatan

manusia, seperti : iatan, sJokan, sungai' dan sebagainya untuk kepentingan

pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam satu wilayah administrasi pemerintahan

PetaDesa/KelurahanadalahPetawilayahadministrasiDesa/kelurahandengan
skala tertentu yang memuat segala informasi mengenai jenis tanah' batas dan nomor

irir., 0"t"" witayah adminisirasi pemerintahan' dan keterangan lainnya yang

31.

diperlukan.
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32. PelaZona Nilai Tanah adalah Peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang

terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai lndikasi Rata-Rata

(NlR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah

administrasi kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas

blok.

33. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan,

melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

y. Pengenaan adalah kegiatan untuk menetapkan subjek dan obiek pajak serta

besarnya pajak terutang berdasa*an peraturan dan ketentuan teknis di bidang Pajak

Bumi dan Bangunan.

3s. Penilaian Massal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secaras istematis

untuk seiumlah obiek paiak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan

dengan menggunakan suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut computer

Asg.sted Valuation (CAV).

36. Penilaian lndividu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap objek pajak

dengan cara memperhitungkan karakteristik dari setiap objek pajak.

37 . Computer Assisted Valuation yang selanjutnya disebut CAV adalah proses penilaian

dengan bantuan computer dengan kriteria yang sudah ditentukan.

38. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang

terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai lndikasi Rata-Rata

yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah

administrasi desa/ kelurahan yang tidak terikat kepada batas blok.

39. Nilai lndikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai yang dapat

mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.

40. Penyusutan adalah berkurangnya nilai bangunan yang disebabkan oleh

keusangan/penurunan kondisi fisik bangunan.

41. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat sPPT, adalah

surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Waiib Pajak.

42. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang.

43. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat sTPD, adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

44. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak

untuk melunasi utang PajaknYa.

45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan

Pajak.

46. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat ssPD, adalah bukti

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat

pembayaran yang dituniuk oleh Bupati.

47. Surat Setoran Pajak Daerah eleKronik yang selanjutnya disebut e'SSPD adalah

SSPD yang dibuat secara eleKronik yang berfungsi sebagai SSPD.
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48'onlineadalahsambunganlangsungantarasubsistemsatudengansubsistemlainnya
secara elektronik dan terintegrasi serta real time'

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB

adalahSuratKetetapanPajakyangmenentukanjumlahkelebihanpembayaranpajak
karenajumlahkreditpajaklebihbesardaripadapajakyangterutangatauseharusnya
tidak terutang.

50.KeberatanPajakBumidanBangunanadalahKeberatanatasSPPT,SKPDdan
STPD,

51. surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap sPPT'

SKPD dan STPD

52. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau

penanggungpajakterhadapsuatukeputusanyangdapatdiajukanbanding
berdasarkanperaturanperundang-undanganperpajakanyangberlaku.

53. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak'

54. surat Pemberitahuan yang selaniutnya disingkat sPb adalah surat keputusan yang

menyatakanjumlahpembayaranPajakBumidanBangunanPerdesaandan
PerkotaansamadenganjumlahPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaan
terutang.

55. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Paiak melunasi utang

eajaroanbiayaPenagihanPajakdenganmenegurataumemperingatkan,
melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberltahukan Surat Paksa'

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan'

menjual barang Yang telah disita.

56'Utangpajakadalahpajakyangmasihharusdibayartermasuksanksiadministratif
uerupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak

atausuratsejenisnyaberdasarkanketentuanperaturanperundang-udangan
perPajakan.

57'SuratPerintahMembayarKelebihanPembayaranPajakBumidanBangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat sPM adalah surat Perintah

yangditerbitkanolehKepalaDispendauntukmembayarkelebihanpembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan'

58. surat Perintah Pencairan Dana yang selaniutnya disingkat sP2D adalah dokumen

yangdigunakansebagaidasarpencairandanayangditerbitkanolehBendahara
Umum Daerah berdasarkan SPM'

5g. surat Kuasa adalah surat yang didalamnya berisi peralihan wewenang dari seseorang

kepada seseorang yang lain dengan bermaterai cukup'

60.Pemeriksaanadalahserangkaiankegiatanmenghimpundanmengolahdata'
keterangan,dan/ataubuktiyangdilaksanakansecaraobjeKifdanprofesional
berdasarkansuatustandarpemeriksaanuntukmengujikepatuhanpemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpaiakan daerah'
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61'PemeriksaPajakadalahPegawaiNegeriSipildilingkunganDispendaatautenaga
ahli yang ditunjuk obn Bupati yang diberi tugas' wewenang' dan tanggung jawab

untuk melaksanakan pemeriksaan pajak'

62. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan objek dan subjek Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara lain identitas wajib Pajak' data

kepemilikan, data perijinan, data pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan.

63. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Bapenda'

64'PemeriksaanLapanganadalahpemeriksaanyangdilakukanditempatkedudukan,di
tempatobjekpajak,tempatkegiatanusaha,tempattinggalWajibPajak'atautempat
lain yang ditentukan oleh Bapenda'

6s.LaporanHasilPemeriksaanyangselanjutnyadisebutLHPadalahlaporanyangberisi
tentangpelaksanaandanhasilpemeriksaanyangdisusunolehpemeriksaSecar€l
ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tuiuan Pemeriksaan'

66.SuratPerintahPemeriksaanadalahyangselanjutnyadisebutdenganSP2adalah
surat perintah untuk melaksanakan Pemeriksaan'

67. surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan

tulis,kesalahanhitung,danlalaukekeliruandalampenerapanketentuantertentu
dalamperaturanp.rrndrng-rndanganperpajakandaerahyangterdapatdalamSurat
PemberitahuanPajakTerutangPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaan'
surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan'

SuratTagihanPajakDaerahPajakBumidanBangunanPerkotaan,SuratKeputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan'

68. surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat

KetetapanPajakDaerahPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaan,Surat
Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan'

Pasal 2

BAB II

NAiIA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

Dengan nama PBB-P2 dipungut paiak atas

pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan'

kepemilikan, Penguasaan, dan/atau

Memberikan mandat wewenang kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Kabupaten Kediri sebagai pengelola, pelaksana teknis operasional dan pengawas

terhadappemungutanPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaan(PBB-P2).



I

Pasal 4

(1)objekPBB-P2adalahBumidan/atauBangunanyangdimiliki,dikuasai,dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan'

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

a.jalanlingkunganyangterletakdalamsatukomp|eksbangunansepertihotel,
pabrikdanemplasemennya,yangmerupakansuatukesatuandengankompleks
bangunan tersebut;

b. jalan tol;

c. kolam renang;

d. Pagarmewah;

e. temPat olahraga;

f. galangan kaPal, dermaga;

S. taman mewah;

h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas' pipa minya( dan

i. menara.

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah objek PajakYang :

a. digunakan oleh Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

untuk penyelenggaraan pemerintahan;

b. digunakan semataflata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,

sosial,kesehatan,pendidikandankebudayaannasional'yangtidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c.digunakanuntukkuburan,peninggalanpurbakala,atauyangsejenisdengan
itu;

d.merupakanhutanlindung,hutansuakaalam,hutanwisata,taman
nasional,tanahpenggembalaanyangdilaksanakanolehdesa,dantanah
negara yang betum dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas

Perlakuan timbal balik; dan

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan'

(4)BesamyaNilaiJualobyekPajakTidakKenaPajakditetapkansebesarRp,
1O.OOO.OO0,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak'

Pasal 5

SubjekPBB-P2adalahorangpribadiatauBadanyangsecaranyatamempunyai
suaiu hak atas Bumi danlatau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki'

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan'

(1)
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(2)

(3)

(4)

Dalam hal atas obiek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya' Bupati dapat

menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak'

DalamhalsubyekpajakdanWajibPajaktidakdiketahuikeberadaannyamaka
Bupati dapat memberikan tanda khusus atas tanah dan/ atau bangunan yang

dimaksud.

Bupati dalam menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dapat memberikan mandat wewenang kepada Kepala Bapenda'

BAB III

PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN

Pasal 6

(1)PendaftaranobjekPBB-P2dilakukanolehsubjekpajakdengancaramengisiSurat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas' benar

danlengkapsertaditandatanganiolehsubjekpajakdandisampaikankeBapenda
palinglambat30(tigapuluh)harisetelahtanggalditerimanyaSPoPolehsubjek
pajak atau kuasanYa.

(3) Formulir sPoP disediakan dan dapat diperoleh dengan cr,rma-cuma di Bapenda

atau ditemPat lain Yang ditunjuk.

(4) Dalam hal yang menjadi subjek pajak adalah badan' maka yang menandatangani

SPOP adalah pengurus atau direksinya'

(5)DalamhalsPoPditandatanganibukanolehsubjekpajak,makaharusdilampiri
surat kuasa dari subjek Pajak.

Pasal 7

(1)PendataanobjekdansubjekPBB-P2dilakukanolehBapendadenganmenuangkan
hasilnYa dalam formulir SPOP'

t2)PendataanobjekdansubjekPBB-P2sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapat
dilakukan dengan :

a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;

b. lndentifikasi objek Pajak;

c. Verifikasi data objek Pajak; atau

d. Pengukuran bidang objek Pajak'

(3) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas 2

(dua)ataulebihobjekp4aryangbersebelahantanpabatasalamatautanpabatas
yang tertera jelas dalam alas buKi (sertlfikat) hak dan dalam satu

kepemilikan/penguasaan/pemanfaatanakanditetapkanmenjadil(satu)objekpajak.

(4)PendataanobjekdansubjekPBB-P2sebagaimanadimaksudpadaayat(1)terhadap:

a. Tanah Kas Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa; dan
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Tanah Ganiaran Kepala Desa dan/atrau Perangkat Desa berdasarkan Peraturan

Desa tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa

Pasal 8

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

SetiapPetugasyangmelaksanakankegiatanpendaftaran,pendataandanpenilaianwajib
merahasiakan segala sesuatu yang diketanuinya atau diberitahukan oleh Walib Pajak

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan'

Pasal 1l

(1) PengenaanPBB.P2atasPTSdilaksanakanapabilamemenuhisalahsatukriteria
sebagai berikut

dari Camat.

Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)'

Pasal 9

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal '10

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP'

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari NJOP Tanah dan NJOP

Bangunan.

a

b. Luas Bangunan > 2.000 m2;

c. Lantaiftingkat bangunan > 4 lantai;

d. Luas tanah > 20.000 m2;

e. Jumlah mahasiswa > 3'000 mahasiswa'

NJoPTanahsebagaimanadimaksudpadaayat(2)adalahSebesarnilaikonversi
setiapZonaNilaiTanahkedalamklasifikasi,penggolongandanketentuannilaijual
permukaan bumi (tanah) yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

NJoPBangunanadalahSebesarnilaikonversibiayapembangunanbarusetiapjenis
bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian kedalam

klasifikasi, penggolongan ian ketentuan nilai jual bangunan yang akan ditetapkan

dalam KePutusan BuPati'

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan pungutan lainnya dengan nama

,p"prn Lta+ata > Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) satu tahun;

(1)PenilaianobjekPBB-P2dilakukanolehBapendabaiksecaramassalmaupunsecara
individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan'

(2)DalampenilaianmassalobjekPajakPBB.P2dapatmempertimbangankanusu|an
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(2) Bumidan/ataubangunanyangdikuasai,dimiliki,dan/ataudimanfaatkanolehPTS'
dikenakanPBB-P2sebesarsoy"(timapuluhpersen)dariPBB-P2yangseharusnya
terutang.
Bumidan/ataubangunanyangdikuasai,dimiliki,dan/ataudimanfaatkanotehPTS
,"opi ""or" 

nyata tidak ii'"nt""tt"n untuk penyelenggaraan pendidikan secara

f"ng.rng yang ierletak di luar lingkungan PTS yang bersangkutan tetap dikenakan

pag-pZ sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

(3)

(1) Pengenaan PBB-P2 atas Rumah Sakit Swasta dengan ketentuan :

a. ZSo/o (dua puluh tima persen; dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien

yang tidak mamPu;

b.SisaHasilUsaha(SHU)digunakanuntukreinvestasirumahsakitdalamrangka
pengembanganrumahsakitdantidakdigunakanuntukinvestasidiluarrumah
sakit.

(2\Atasbumidanbangunanyangdikuasai/dimiliki/dimanfaatkanolehrumahsakit
swastasebagaimana'dimaksud-padaayat(1)dikenakanPBB-P2sebesar50%(lima
puluh persen) dari iumlah PBB-P2 yang seharusnya terhutang'

(3) Rumah Sakit Swasta Pemodal yang bukan merupakan Rumah Sakit Swasta

sebagaimana aimaxsuo pada ayat it) Jan aiairiran oleh suatu badan yang berbentuk

PerseroanTerbatas(PT)dikenakanPBB-P2sepenuhnyasesuaidenganketentuan
yang berlaku.

(4)Atasbumidan/ataubangunanyangdikuasai/dimiliki/dimanfaatkanolehrumahsakit
swasta tetapi secara nfata tidak dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan secara

langsung yang terletak di luar lingkungan rumah sakit tetap di kenakan pajak

dikenakan PBB-P2 sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

(1)

(2)

(1)

Atasbumidan/ataubangunanyangdikuasai/dimiliki/dimanfaatkanolehPT.Kereta
npi tnAon".i" (Persero) dikenaian FSe-pZ sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

Atasbumidan/bangunanyangdikuasai/dimiliki/dimanfaatkanolehPT.KeretaApi
lndonesia (Persero) yang tidit< dikenakan PBB-P2 adalah jalur kereta api yang

terletak di luar stasiun kereta apt'

Atasbumidanlbangunanyangberadadikawasanindustridanrealestateyang
dipergunakanuntukfasilitasumumdansaranasosialtidakdikenakanPBB-P2
apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Tanah danlatau bangunari tersebut nyata-nyata ldefacto) telah digunakan

sebagai fasilitas ,ru, ti'f"n, bern' saluran air hujan' jalur hijau' dan lainlain)

dan/atau sarana sosial it"'p"t ibadah' kesehatan' pendidikan' dan lain-lain)'

Tidak termasuk clatam p"ngettian ini tanah dan/atau bangunan yang telah

direncanakan dalam sife plari sebagai fasilitas umum/ sarana sosial tetapi belum

dibangun atiau belum 
"eresai 

oiuangun sehingga berum dapat digunakan sebagai

fasilitas umum/sarana sosial'
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(2)

(3)

(4)

b. Tanah dan/atau bangunan tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingan

umum/sosial dan tidak untuk mencari keuntungan'

c. Tanah dan/atau bangunan tersebut dapat berstatus telah diserahkan oleh

pengelola kawasan i"d;;; *"'pun pengelola real estate kepada Pemerintah

Daerah.

Untuk mendapatkan perlakuan pengenaan PBj:P.2 atas fasilitas umum/sarana sosial

sebagaimana aiatur paoa Iyal-i'l' *"i" Pajak harus mengaiukan permohonan

keoada Bupati melalui f#ia 'Bapenda dery:n disertai bukti surat-surat dan

*Ii,**ni" grmbar stuasi (site plan) yang diperlukan'

Berdasarkan surat permohonan wajib pajak yang disertai dengan bukli surat-surat

dan keterangan g"'0"'""i''"ti seuagaimana dimaksud pada ayat (2)' Kepala

Bapenda dengan persttuiuan Bupati mengadakan penelitian lapangan yang

dituangkan dalam Berita Acara penelitian lapangan' untuk meneliti dan memastikan

*rp"n'rhiny" kdteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c'

Kepala Bapenda dalam mengadakan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud

p"O, 
"y"t 

(3), dapat membentuk Tim Penelitian'

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB V

PENERBITAN DAN PENYAUPAIAN

SPPT, SKPD DAN STPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Bupati menerbltkan SPPT, SKPD dan STPD'

Bupati dalam menerbitkan SPPT' SKPD dan STPD dapat memberikan mandat

wewenang kePada KePata BaPenda'

sppr diterbitkan berdasarkan data yang terah tersedia pada basis data Pemerintah

Kabupaten Kediri dan/atau berdasarkan spop yang disampaikan oleh wajib Paiak'

SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut:

a. apabila SPOP tidak disampaikan dalam iangka waktu 30 (tiga puluh) hari

setelah tanggaf Oitertmanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh

Kepala BapenOa sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

b.SuratTeguransebagaimanadimaksud'hurufaadalahSuratperingatankepada
Wajib Pajak unt x 

"ienyampaikan 
SPOP yang harus diisi dengan jelas' benar

dan lengkaP;

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau. keterangan lain ternyata jumlah

paiak yang teruta;;' Liit' ut""t l1tt..l:rnl"h 
paiak vang dihitung

berdasarkan SPOp Vang disampaikan oleh Wajib Pajak'



(1)

(21

SPPT disampaikan kepada Waiib Pajak oleh Bapenda'

Dalam menyampaikan sppr sebagaimana dimaksud ayat (1) Bapenda dapat dibantu

oleh perangkat daerah dan/atau perangkat desa'

't4

Pasal 16

bukti Penerimaan SPPT dan

Pasal 17

Pasal 18

SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menggunakan formulir kertas'

FormulirSPPTsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berisiinformasisebagaiberikut:

a Halaman dePan:

Nomor seri formulir;

Menggunakan Kop Pemerintah Kabupaten Kediri' nomenklatur Bapenda

lnformasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2

kepemilikan hak';

Tahun Pajak dan jenis seKor PBB-P2;

Nomor Objek Pajak (NOP);

Letak objek Pajak;

Nama dan alamatWajib Pajak;

Nomor lnduk Kependudukan (NlK);

Luas bumi dan/atau bangunan;

Kelas bumi dan/atau bangunan;

bukan meruPakan bukti

Nilai Jual Obiek Pajak (NJOP) per m2 bumi dan/atau bangunan;

Total NJOP bumi dan/atau bangunan;

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Paiak (NJOPTKP);

NJOP untuk Penghitungan PBB-P2;

PBB-P2 Yang terhutang;

PBB-P2 Yang harus dibayar;

(3)

(4)

(5)

(6)

Wajib Pajak waiib menandatangani tanda

mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut'

TandabuKipenerimaanSPPTrnerupakandasardalampelaksanaanpenagihan.

PajakBumidanBangunanPerdesaanPerkotaanwajibdilunasidalamwaktupaling
i#, O t"n"rl bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak'

SPPT bukan merupakan buKi kepemilikan hak'

SKPD dan STPD disampaikan kepada Wajib Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waKu

pating lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD'

(1)

(2\

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

e)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
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18) TanggaljatuhtemPo;

19) TemPatPembaYaran;

b. Halaman belakang:

1) Nama Petugas PenYamPai SPPT;

2) TanggalPenYamPaian;

3) TandatanganPetugas;

4) lnformasi lainnYa'

(3) SPPT dengan ketetapan lebih dari atau sama dengan Rp' 2'000'000'00 (dua juta

rupiah) ditand"t"ng"li o";gan menggunakan tanda tangan dan stempel SKPD

(4)

(1)

(2)

(1)

{2)

basah.

SPPT dengan ketetapan kurang dari Rp' 2'000'000'00 (dua juta rupiah) dapat

ditandatangani dengan ';;;il;; 
pre'printed atau stempel tanda tangan dan

stempel SKPD basah'

Pasal {9

Bupati dapat rnemberikan salinan SPPT/SKPD/STPD sesuai permohonan Wajib

Pajak dalam hal SPPT/ sfpJl SrpO rusak' hilang' tidak/belum diterima oleh Waiib

Pajak.

Bupati dalam memberikan salinan SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada

"v"iiria"p"t 
*emberikan mandat wewenang kepada Kepala Bapenda'

Bentuk dan isi SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum

dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini'

Bentuk dan isi SPPT, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(1) tercantum Oatam t-ampiran ll' Lampiran lll dan Lampiran lV Peraturan Bupati ini'

Bagian Kedua

Bentuk dan lsi

SPOP, SPPT, SKPD dan STPD

Pasal 20

Pasal 2l

(1) Bupati dapat memberikan Surat Keterangan NJOP kepada Wajib Paiak sesuai

' ' 
pe.rmohonan Wajib Paiak dengan ketentuan:

". 
Sppf PBB-P2 belum dicetak oleh Bapenda;

b, Dapat digunakan sebagai pengganti sementara SPPT PBB-P2 dalam hal

pengurusan p"*r"t"[']p"oy"'ILn administrasi yang membutuhkan adanya

" s:,:1,:":,:J.?an NJop dinyatakan tidak berraku apabira sppr/ sKpD PBB-P2

telah dicetak oleh BaPenda'

(2) Bupati dalam membe"fl' S'i" Keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat memberikan mandat wewenang kepada Kepala Bapenda'
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(1)

(2)

(3)

BABVII
PELAPORAN PBB-P2

Pasal 23

Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Kepala Bapenda'
(1)

(2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi

penerimaan Pokok dan tunggakan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli

Pasal 24

Pelaporan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan

SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah'

BABVIII

TATA CARA PEIiBAYARAN

Bagian Kesattl

Tempat Pembayaran dan Tata Gara Pembayaran

Pasal 25

Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan'

Setiap Waiib Paiak waiib membayar paiak yang terutang berdasarkan SPPT dan

SKPD Yang ditetaPkan'

Tanda BuKi Pembayaran palak yang terytang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan ."ngnJn;*"n Stirat Seto'an Paiak Daerah (SSPD) PBB-P2 atau

e-SSPD atau BuKi p"ti"i""n-t"smi dari Bank yang ditetapkan sebagai Bank

p.*rir" setoran pembayaran PBB-P2 (baru)

Pembayaran PBB-P2 dilakukan di Kas Umum Daerah atau di Tempat Pembayaran

(TP) yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waKu yang ditentukan dalam SPPT'

SKPDKB, SKPDKBT, dAN STPD .

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat pembayaran yang ditetapkan' hasil

penerimaanpajakharusdisetorkeKasUmumDaerahpalinglambatl(satu)kali24
iOua pututr empaU iam atau dalam waKu yang ditentukan oleh Bupati'

BABVI

PEMUNGUTAN PBB-P2

Pasal22

Pasal 26

(1)

(2)

(1)

(2)

Pembayaran PBB-P2 harus dilakukan sekaligus atau lunas'

PBB-P2 yang terutang berdasarkan SPPT wajib dilunasi paling lama 6 (enam) bulan

selaf< tan"ggal aiterimanya SPPT oleh Wajib Pajak'

Daerah.
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(3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan' Surat Keputusan

Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggat diterbitkan.

(4) Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ('t) dilakukan

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 atau bukti

pembayaran lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Bentuk dan isi ssPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam

Lampiran V Peraturan BuPati ini.

Bagian Kedua

Pembayaran PBBf2 melalui Bank (Online)

Paragrat 1

Pelaksana Mekanisme

Pembayaran melalui Bank (Online)

Pasal2T

Pelaksana mekanisme pembayaran pajak melalui Bank (online), terdiri dari unsur :

a. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda);

b. Bank.

Paragraf 2

Mekanisme Pembayaran dan Penerimaan PBB-P2

melalui Bank dan Mobil Pelayanan Pajak

Pasal 28

(1) Pembayaran PBB-P2 dilakukan oleh wajib pajak dengan menyerahkan

SPPT/SKPDKB/ SKPDKBT danlalau sTPD atau menginformasikan NoP ke Bank

untuk diproses melalui sistem.

(2\ Bank menerima pembayaran PBB-P2 sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam

Sistem Bank setelah dilakukan konfirmasi oleh Bank kepada Wajib Pajak.

(3) Bank menyerahkan buKi pembayaran PBB-P2 lembar 1 (satu) kepada wajib Pajak

dan menyimpan lembar 2 (dua) dengan meneruskan lembar 3 (tiga) dan lembar 4

(empat) yang masing-masing telah diparaf dan distempel oleh petugas bank dengan

ketentuan lembar 3 (tiga) dikirim ke Bapenda dan lembar 4 (empat) dikirim ke Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(4) Bank melakukan rekapitulasi penerimaan harian pajak'

(5) Bank wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran daerah ke

Rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari keria bersangkutan.



(1) Pembayaran pajak dapat dilakukan oleh wajib paiak pada Mobil Pelayanan Paiak

pada waKu-waKu tertentu dengan menyerahkan SSPT/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD

ataumenginformasikanNoPkepetugaspajakpadaMobilPelayananPajakuntuk
diProses melalui sistem'

(2) Petugas pajak pada Mobil Pelayanan Pajak menerima pembayaran Pajak sesuai

denganjumlahyangtercantumdalamSistemsetelahdilakukankonfirmasioleh
petugas Paiak kePada Waiib Paiak'

(3) Petugas pajak menyerahkan buKi pembayaran Pajak lembar 1 (satu) kepada Wajib

Pajak dan menyimpan lembar 2 (dua) dan lembar 3 (tiga) dengan meneruskan

lembar4(empat)keBPKADyangmasing-masingtelahdiparafdandistempeloleh
petugas Pajak.

(4) Setelah waktu pelayanan pada Mobil Pelayanan Pajak berakhir' petugas paiak

melakukan rekapitulasi penerimaan pajak'

(5) Selanjutnya petugas pajak harus menyetorkan seluruh penerimaan pajak ke Kas

Umum Daerah melalui kantor terdekat bank yang ditunjuk pada hari bersangkutan'

Pasal 30

Bapenda menerima, meneliti dan men@@kan SSPD

SKPDKB/SKPOKBT/STPD lembar ke 'l (satu) sampai dengan le

wajib pajak untuk kebenaran data pembayaran pada Bank'

Bapenda menyajikan rekapitulasi hasil validasi waiib pajak kepada

Paragraf 3

Pasal 29

Mekanisme Pelimpahan Penerimaan PBB-P2 melalui Bank

Pasal 31
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dan/atau SSPT/

mbar 2 (dua) dari

Bank.

(1)

(2)

(1)

(2)

BankmemindahbukukanjumlahseluruhpenerimaanPBB-P2sebagaimanadimaksud
da|amPasal2Sayal(5)keRekeningKasUmumDaerahdanmemberikansoftcopy
danhardcopyrekeningkorandenganlampiranrinciantransaksiataspenerimaan
pajat< paAa afnir trari kerja kepada Bapenda pada akhir hari keria bersangkutan'

Bapendamenerimadanmenelitisoftcopydanhardcopyrekeningkorandengan
lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan data yang terdapat di SIM PBB'

Rekonsiliasi dalam rangka penerimaan pajak terdiri dari :

a. Rekonsiliasi data transaksi ; dan

b. Rekonsiliasi penerimaan pajak'

Pasal 33

(1) Rekonsiliasi penerimaan paiak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b

adalah kegiatan pencoookan penerimaan pendapatan daerah antara rekening koran

dengan lampiran rincian transaksi atas penerimaan paiak' lampiran dokumen

p"ri"Vrr"n SSPD dan/atau SPPT/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD di Bapenda'

Paragraf 4

Rekonsiliasi

Pasal 32



(2)

(1)

(2)

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling

lambattanggallsbulanberikutnyaataudapatSewaktu-waktuapabiladiperlukan.
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Paragraf 5

Monitoring

Pasal 34

BAB IX

UUTASI, PEMBETULAN, PEiIBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN'

DANPENGHAPUSANATAUPENGURANGANSANKSIADMINISTRATIFPBB-P2

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Mon.rtoringpelaksanaanpembayaranpajakmelaluionlinesystemdilakukanolehBapenda.

Paragraf 6

Gangguan Sistem

Pasal 35

Dalam hal teriadi gangguan sistem antara Bank dan Bapenda' maka Bank melakukan

pelayanan penerimaan pembayaran pajak secara off-line'

Pelayanan penerimaan pembayaran pajak secara offJine sebagaimana dimaksud

pada ayat(1 ) hanya dapat dilaksanakan di Bapenda'

(1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dapat membetulkan SPPT'

sKpD,sTpD,atausKpDiByangdalampenerbitannyaterdapatkesalahantulis
dan/atau kesalahan nitung daniata, k"k"li*"n peneraPan ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah'

(2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat :

a. Melakukan perubahan mutasi data ObjeUsubyek PBB-P2;

b. membatalkan SPPT/SKPD/STPD' yang tidak benar;

c. mengurangkanSPPT/SKPD/STPD;dan/atau

d.mengurangkanataumenghapuskansanksiadministratifPBB-Pzberupabunga'
denda, dan x"n"ir"n yarig aiienatan karena kekhilafan wajib Paiak atau bukan

karena kesalahan Wajib Pajak'

Bupati dalam pembetulan, mutasi' pembatalan' 
-pengurangan 

ketetapan' dan

pengurangan atau penghaput"n 
"'nft"i 

administratif atas permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud piJ" .v.t (1) dan ayat (2), dapat memberikan mandat

(3)

wewenang kePada KePala BaPenda'



Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi atas data ObjeUsubyek PBB-P2 yang diakibatkan

oleh jual-beli, waris, hibah atau sebab lain yang mengakibatkan berubahnya obieusubyek
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Bagian Kedua

Mutasi

Pasal 37

PBB-P2.

Bagian Ketiga

Pembetulan

Pasal 38

SPPT;

SKPD;

STPD;

Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB-P2;

Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi;

Surat KePutusan Pembetulan;

Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Pemberian lmbalan Bunga;

SuratKeputusanPenguranganSanksiAdministrasi,suratKeputusanPenghapusan
Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat

Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak'

Pasal 39

(1) PermohonanpembetulanhanyadapatdiajukanolehWajibPajakataukuasanya
secara perseorangan.

PembetulanSebagaimanadimaksuddalamPasal36ayat(1)meliputipembetulanatas
kesalahanataukekeliruanyangbersifatmanusiawitidakmengandungpersekongkolan
antara fiskus dan wajib pajai berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan

penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan terhadap surat

keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

s.

h.

(2) Dikecualikan dari kelentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan

pembetulan surat ketetapan PBB-P' berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif'



(1)

(2)

(1)

pembatalan atas sppr/sKpD/srpD sebagaimana dimaksud daram Pasal 36 ayat

(2;;;; b dapat dilakukan apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut tidak benar yang

seharusnYa tidak diterbitkan

Ketidakbenaran SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Data double objek pajak bumi dan/atau bangunan yang sama ;dan/atau

b. Objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak ditemukan'
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Bagian KeemPat

Pembatalan

Pasal 40

dengan syarat:

a. Permohonan diajukan secara tertulis;

untuk tahun berikutnYa'

pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berslfat pembatalan sementara

sampai dengan status sita negara dilepaskan'

Bagian Kelima

Pengurangan Ketetapan

Pasal 42

Pembata|anatasSPPT/SKPD/STPDdapatdiberikanataspermohonan/permintaan
yang diajukan oleh penyidik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

b. Objek pajak yang akan dibatalkan merupakan objek sita negara;

c. CoPY berita acara PenYitaan;

d. Data lengkap terkait Objek Pajak dimaksud yang dapat menunjukkan secara

pasti nomor objek pajak bersangkutan;

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas ketetapan

Obiek Pajak V"ng U"r'; Jib"Var pada tahun be*enaan permintaan pembatalan atau

apabila ketetapan 
"opr 

p"L[ t"rah dibayar maka pembatalan hanya dapat diberikan

(3)

(1) Pengurangan SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)

nurti c Oapat diberikan kepada Wajib Pajak :

a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek

pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya ;

b.dalamhalobjekpajakterkenabencanaalamatausebablainyangluarbiasa.

(2) Kondisi tertentu Objek Paiak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau

karena sebab-seUan ierteituiain-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

untuk :

Pasal 4l



22

a

(1)

(2)

(3)

Waiib Paiak orang Prhadi meliPuti :

1. Objek Paiak yang Waiib Paiaknya orang--pribadi veteran pejuang

kemerdekaan' '"'"'* t'n*ia kemerdekaan' penerima tanda lasa

iiiong gerilya' atau ianda/dudanya ;

2. Obiek Pajak berupa lahan pertanian/ Rerikanll/oeternakan 
yang hasilnya

sangat terbatas ,*n.ffi,J r"raknya orang pribadi yang berpenghasilan

rendah ;

3. Oblek paiak yang Waiib PaiaknYa orang pribadi yang penghasilannya

semata-mata r"'"sar dari pensiunan' ""iiinn" 
xewajiban membayar PBB-

P2 sulit diPenuhi ;

4. obiek paiak yans waiib t"j*111,-:F;3 
#:11iffi::uberPenehasiran' 

,"nA"n sehingga kewaliban membayar I

5. Obiek Paiak yang Wajib PalaknV3 orang pribadi yang berpenghasilan

,"no'r' v"ng'*ul'-i'i' ouier PaiJ l"Hjoel per meter persesinva

meninskat'"i#;";;t;;i"'ringr*i';'i"ndampakpositir

b. -+Jil:HI} merputi oPi"l111^'ans wajib P?i"fiy" adarah waiib

Paiak Badan 'J' 
ffiffit"il"lfl':I'i"tution liku'rlitas tahun Pajak

sebelumnva *ni^in" il]* dapat memenuhi kewaiiban rutin'

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud 'naja 
aVat (1) huruf b adalah bencana yang

diakibatkan or"n p"r,ltnl'lt* ""r"ngt"i"n 
p"ll"ii*" yang disebabkan oleh alam

antaralainn"*o"ou-'i.ii"ii"""Jg;ningmeletus'oaniir'tereringan'angintopan
dan tanah longsor'

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi

kebakaran, waUan penyafit tanaman dan/ atau wabah hama tanaman'

Pasal t|3

PengurangansebagaimanadimaksuddalamPasal42diberikankepadaWajibPajak
atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD'

PBB-P2terutangyangtercantumdalamsKPDsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi'

sKpD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak

dapat dimintakan denda administrasi.

Pasal 44

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat diberikan :

a. sebesar 75 o/o (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a angka '1.

b. sebesar paling tinggi 757o (tujuh puluh lima persen) dari pBB-p2 yang terutang dalam
kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayal (z) huruf a angka 2, 3, 4
danl atau 5, atau Pasal 42 ayat (2) huruf b;
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c.

Bagian Keenam

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 45

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d diajukan secara perseomngan"

Pasal 46

SPPT / SKPD / STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan

sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.

Pasa! 47

(1) Keputusan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dapat berupa

mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtulasarkan pada hasil penelitian

yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 48

(1) Sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan Surat

Himbauan Pembayaran Pajak.

(2) Surat Himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada wajib pajak

dengan tanda terima pengiriman.

(3) Surat Himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) dimaksudkan agar wajib pajak

segera melaksanakan pembayaran pajak lunas, seketika dan sekaligus walaupun

belum sampai jatuh tempo pembayaran.

Pasal 49

(1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain

yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak setelah 7 (tuiuh)

hari sejak saatjatuh tempo pembayaran pajak.

(2) Dalam jangka waKu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan

atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal

obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42ayat (3) atau ayat (4).



(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diterlcitkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waKu yang sama'

Apabilasampaidenganberakhirnyaiangkawaktusuratteguranl'WajibPajakbelum
melunasipajakyangterutangmakaakandiberikansuratteguranlldanpemasangan
stikerdan/ataupapanteguranbahwaobjekpajaktersebutberadadalam
pengawasanBadanPendapatanDaerahkarenatelahmenunggakpembayaranpajak

daerah.

(5) Stiker dan I alau papanteguran sebagaimana dimaksud pada ayal (4)' sebagaimana

tercantum dalam lampiran Vl Peraturan Bupati ini'

Pasal 50

Apabilajumlahpajakyangmasihharusdibayartidakdilunasidalamjangkawaktu
sebagaimanaditenfukandalamsuratteguranatausuratperingatanatausuratlain
yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, jumlah pajak yang harus

dibayar ditagih dengan surat paksa.

Kepala Bapenda menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak

tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis yang ketiga'

Pasal 51

BABXI

KEBERATAN

Pasal 52

Waiib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas:

a. PenetaPan sebagai Wajib Pajak;

b. SPPTdan SKPD.

KepalaBapendadapatmenetapkanjadwalwaktutindakanpenagihanpajakyang
menyimpangdarijadwalwaKuyangditentukansebagaimanadimaksuddalamPasal
49 dan Pasal 50, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada'

Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar

dilakukan oleh Kepala Bapenda dengan mengeluarkan surat Perintah Penagihan

Pajak Seketika dan Sekaligus.

TerhadapWajibPajakyangtidakmemenuhiketentuansebagaimanadimaksud
dalam surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan sekaligus sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat

paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan

tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waKu yang ditetapkan'



(1)

(2')

(3)

(4)
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Pasal 53

pengajuan keberatan atas sPPT dan sKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

dapat dilakukan dalam hal :

a. Wajib pajak menganggap luas objek bumi dan atau bangunan' klasifikasi atau

nnaiJualobjekPajakbumidan/ataubangunanyangtercantumdalamSPPT/
SKPD tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

b'Terdapatperbedaanpenafsiranperaturanperundang-undanganPBB-P2antara
Wajib Pajak dengan fiskus.

Keberatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdiajukansecara:

a. perorangan atau kolektif untuk SPPT;

b. perorangan untuk SKPD.

KeberatanterhadapSPPT/SKPDdenganNJoPBumidan/atauBangunandibawah
Rp.1.000.000.000,00(satumilyarrupiah)diajukansecaraperoranganataukolektif
melalui Kepala Desallurah yang bersangkutan'

Keberatan atas sPPT/SKPD dengan NJOP Bumi dan/atau Bangunan mulai Rp'

1.000'oo0.ooo,00(satumilyarrupiah)keatasdiajukanolehWajibPajaksecara
perseorangan.

Pasal 54

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

surat Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)

diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan berdasarkan Berita

Acara Penelitian.

(2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang

terutang.

(3) Apabila jangka waKu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggaP dikabulkan.

(4) Bupati dalam memberikan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayal(2) dapat memberikan mandatwewenang kepada Kepala Bapenda'

Pasal 55

pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan

pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 56

(1) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT/SKPD

Kepala Bapenda menerbitkan sPPT/SKPD baru berdasarkan keputusan Keberatan

tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran'

(2)SPPT/SKPDbarusebagaimanadimaksudpadaayat(1)tidakbisadiajukan
Keberatan
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Dalam jangka waKu 't2 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1),

wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang

surat keputusan Keberatan betum diterbitkan'

Pasal 57

Pasal 58

Bupati dalam menetapkan keputusan keberatan atas penunjukan sebagai wajib Pajak dan

Keberatan atas besarnya PBB-P2 terutang atas permohonan wajib Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 dapat memberikan mandat wewenang kepada Kepala Bapenda'

BAB XlI

BANDING

Pasa! 59

(1 ) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan

Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala

Bapenda.

(2) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kerrvajiban membayar pajak sampai

dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding'

BAB XIII

KELEBIHAN PEiTBAYARAN

Pasal 60

Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi dalam hal:

a.PBB.P2yangdibayartemyatalebihbesardariyangseharusnyaterutang;

b. Dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang;

c. Tenrtang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hunrf b adalah pajak yang masih

harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang

tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan

perundang-undangan PerPajakan.

Pasal 61

(1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak' Wajib Pajak

mengajukanpermohonansecaratertuliskepadaBupatimelaluiKepalaBapenda.
(2)Pemohondalammengajukanpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1)

harus melamPikan :

a. SSPD Asli;

b. fotocopy identitas Wajib Pajak;

c. fotocopy SPPT Yang dimaksud;

d. fotocopy buku tabungan; dan



e. surat pernyataan pemohon/waiib pajak bermeterai enam ribu rupiah bahwa atas

kelebihan pemba;;; p4ak yang akan diterima bersedia untuk diperhitungkan

dengan t"gln"n/h;;ng 
'palat< -daerah 

lainnya yang menjadi kewajiban

pemohonlwajib pajaf iau iagihan/hutang pajak daerah lainnya sebagaimana

tersebut dalam surat pernyataan tersebut'

(3) Tanda penerimaan ,""t'p"rmononan yang diberikan oleh Bapenda atau tanda

pengirimansuratpermohonanmelaluipostercatat,menjaditandabuktipenerimaan
surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

Pasal 62

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61' Kepala Bapenda

menugaskan p"trg"s 
-Pij;'k 

pada Bapenda untuk melakukan pemeriksaan

administratifo"np".",ir"""nlapanganselanjutnyadituangkandalamberitaacara
hasil Pemeriksaan.

(2)Berdasarkanberitaacarahasilpemeriksaanterhadapsuratpermohonansebagaimana
dimaksud pada ayat (1; Kep"t Bapenda membuat Telaah StafNota Dinas kepada

Bupati perihal pemoayaian kelebihan pembayaran PBB-P2 melalui anggaran Belania

Tidak Terduga.

(3)PembayarankelebihanpembayaranPBB.P2melaluianggaranBelanjaTidakTerduga
sebagaimana Oir"x.,i pai i ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

tentang penggunaan nigg"r"n aetanla rioar rerduga Pemerintah Kabupaten Kediri'

(4) Berdasarkan Keputusari-Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)' Bapenda

membuat telaah staf/nota dinas perihal penggunaan anggaran belanja tidak terduga

untuk pembayar"n t"reiinai p"'u"y"'"n PBB-P2 kepada Bupati melalui BPKAD'

(5) Atas telaah staf/nota iin"i 
""org"irana 

dimaksud pada ayat (4) telah disetujui oleh

Bupati, Bapeno, ,.nv*p"ir"n- Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BPKAD

yang akan Oitindat<taniuti Oengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)'

(6) Selaniutnya waiib paiaUpemohon yang mengajukan pengembalian kelebihan

'-' 
pemUayaian PBB-P2 akan menerima pembayaran melalui Bank Jatim'

(1)

Pasal 63

KelebihanpembayaranPBB-P2diperhitungkanterlebihdahuludenganutangpajak

f[:frr", persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-

P2, kelebihan tersebut Oapat Oipertritungian dengan pajak yang akan terutang atau

dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain'

Perhitungan sebagaimana Oimaf<sua pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan

(2)

(s)
pemindahbukuan.

BAB XIV

PENENTUAN KEi,BALI DAN PENUNDAAN TANGGAU SAAT JATUH TEMPO

Pasal 64

Bupati dapat menentukan kembati tanggal/ saat iatuh tempo pembayaran' berdasarkan:

a. permintaan Wajiu palar JirarenJian keterlambatan diterimanya SPPT; dan

b. kondisi-kondisi tertentu yang muncul dalam proses pemungutan sehingga pelunasan

PBB-P2 tidak dapat dilakukan tepat waktu'
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Bupati atas permintaan Waiib Pajak da1at. menunda tanggal/ saat iatuh tempo

il;rffi.'SPOP karena sebab-sebab tertentu'

Pasal 66

Bupatda,am,:1":,'lilf ,"::l#1T"1[;"tJ#':[rff,IH'"ffi jfi iil"Hli
ianggau saat jatuh t?'r",", 

pasar 64 a"n p"t"i ii dapat memberikan mandat

sebaqaimana dimaksucl <

Ir-.*Jn"nn kePada KePala BaPenda'
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Pasal 65

BAB XV

Pasal 67

(1) BuPati atas Permohonan Waiib Paiak setelah memenuhi Persyaratan
yang ditentukan

dapat memberikan Persetuiuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembaYaran

(2\ Waiib Paiak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksudPBB.P2.

d lancar kurang dari 1

menuniukkan besarnYa rasto

(satu) serta melamPirkan LaPoran Keuangan tahun sebelumnya dan/atau SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun sebelumnYa'

t) Waiib Pajak Orang Pribadi Yang mengalami kesulitan keuangan, dibuKikan

V antara lain dengan:

Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah dalam hal Wajib
1

Pajak tidak menYelenggarakan Pembukuan; atau

2. Menunjukkan besarnYa rasio aKiva lancar terhadap utz lancar kurang

dari 1 (satu) dalam hal Wajib Pajak dimaksud 'enggarakan

pembukuan serta rnelamPirkan Laporan Keuangan tahu .rya.

Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannYu eliputi

pada

C,,

ayat (1 ) adalah :

Waiib Paiak Badan Yang mengalami kesulitan

aKiva lancar terhadaP utang
likuiditas, dibuktikan dengan

bencana alam, kebakaran, huru-hara/ kerusu han masal, atau

berdasarkan pertimbangan Bupati.

(3) Jangka waktu pengangsuran atas pembayaran utang PBB-P2 dapat diberikar

lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan surat keputusan'

(4) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran pembayaran PBB-P2 ditagih

dengan menerbitkan STPD atas denda administrasi pada setiap tanggal jatuh tempo

pengangsuran.
(5) Pembayaran angsuran PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak

Daerah (SSPD) PBB-P2.

-'tin,\A
7r

I

PENGANGSURAN PETBAYARAN PBB'P2

.-b



29

Pasal 68

'*ifr::lTk*ilij[**r":ilfi'gffi:[#'*"-HJ::'li;H'
BAB XVI

INFORMASI PBB'P2

Paeal 69

Waiib Paiak dapat memperoteh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan PBB-

P2

BAB XVII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 70

(1) Piutang Paiak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat diaiukan penghapusan Setelah dilakukan

penelitian administrasi.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(3) Datam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat

Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

(4) Piutang Pajak Daerah yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam :

a. SKPD/SPPT;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;

d. STPD;

e. Surat Keputusan pembetulan;

f. Surat Keputusan Keberatan;
g. Surat Keputusan Banding; atau
h. Surat Keputusan pengurangan;

Pasal 7{
(1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 ayat (r) meskipun berum kedaruwarsa dapat diajukan penghapusan dengan
ketentuan :

a. Wajib pajak orang pribadi, apabita:
1) wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau

meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak
mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
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2',)

3)

4)

Waiib paiak dan/atau penanggung paiak frdak mempunyai hafta kekayaan

rasi; .-:miriknyakarena*"ll:,il":'S#llaiiu paiar
riiak ditemukan alamat pentttt*';n;;*f. 

,11^1*ur"n 
sebagai dasar

waiib paiak tidak dapat 
H;'i;-"*", o*:r::-.1;,"suri 

tagi disebabkan

;:::Jllll liti:rillhftnt*"*::r,*;;; a a-m kebakaran

keadaan Yang tidak daP

dan lain sebagainya;

b

X"T,iir''y,:Xi'*:Ulm.i,ii1il'i;"i'"J,il:fftT?}ilffi::
l1lil;11Tli""ffiffi #;tJ'kuratortidakdapatditemukan

2\ Waiib paiak *"#iJn;"i's'"0 1ii"rt'ldak 
memiliki harta kekavaan lasr;

3) Penagihan o"'* t"f'" "ot' 
Lnn dilaksanakan dengan Penyampaian

salinansurato*o'iil"1J*;;';"'direksi'likuidator'kurator'pengadilan
negeri, pengaaitan niaga' baik secara langsung' maupun dengan

menempelkan p"O" p"p"n pengumuman atau media massa;

4) Sebab lain sesuai hasil penelitian'

Piutans Paiak Daerah ,;;;;at ditagih.t:*l"n dilakukan upava penagihan

secara optimal dengan o:';;"; aktif' tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat ttf itt'" dilaksanakan penelitian setempat atau penelitian

administrasi serta dibuatka; berita acara penelitian oleh petugas dengan mengetahui

Kepala Desa/Kelurahan setempat dan Camat setempat'

(2)

PasalT2

(1)KepalaBapendamenyampaikandaftarusulanpenghapusanPiutangPajakDaerah
kepada BuPati.

(2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebelum disampaikan kepada Bupati dilakukan verifikasi bersama instansi terkait.

(3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling kurang memuat :

a. Nama dan alamat wajib pajak;

b. Jenis pajakdaerah;

c. Tahun pajak;

d. Tanggal dan nomorsurat ketetapan pajak;

e. Jumlah pokok pajakyang akan dihapuskan;
f. Jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan;
g. Alasan dihapuskan.

Pasal 73
Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 74
Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 73, Kepala Badan
menghapuskan piutang pajak daerah dari pembukuan piutang pajak daerah.
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Pasal 75

obiek paiak sebasaimana dimaksud oaram pasarz+;iT":",.:l;:"fi:lt:T"XT'#:::l

::ffiil;;;ulns' dinapus daridaftar piutane pa1

;;i;, data obiektidak aktif'

BAB xvlll
PEUERIKSAAN

dilakukan dalam hal:

a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar;

b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

PBB-P2 selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding,

putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain,

yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2.

(5) Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas satu atau beberapa tahun

pajak tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Bentuk Pemeriksaan

PasalTT
(1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari :

a. pemeriksaanlengkap;

b. pemeriksaansederhana.

(2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
ditempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang
lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

(3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dilakukan:

Pasat 76

(1) Kepala Bapenda berwenans melakukan t?*tlli""l',J::'-#t"::;X"t::::l:

oemenuhan kewajiban perpaiakan'?"t1n.-

:l;il;;"rr *"t*'u"n peraturan perundans-undansan'

gl waiiuPapkvansdipeH:?]:' 
meminiamkan buku atau catatan' dokumen vang

a. memperlihatka" :"i^:ti:r::::i"""*", *rrubunsan densan obiek Paiak

menjadi dasamya' dan dokumen lain yanl

yang terutang; ,__^^..r,i +ar',,rat atau ruanqan yang dianggap

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

perlu dan memoerifan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan'

(3) Dalam halwajib P"i;;;; ';t;uhi 
kewaiiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan'

(4) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewaiiban PBB-P2 dapat
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di lapangan terhadap wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun
sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim
dengan bobot dan kedalaman yang sederhana ;

di kantor terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan
menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemeriksaan

a

b

Pasal 78
(1) Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :

a. memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti
pelunasan kewajiban perpajakan daerah ;

b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk
keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;

c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk
keluaran dari media komputer dan perangkat eleKronik pengolah data lainnya,

dengan memberikan tanda terima ;

d. meminta keterangan lisan dan/atau terfulis dari Wajib Pajak yang diperiksa ;

e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan
dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan

usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta
melakukan pemeriksaan di tempat{empat tersebut ;

f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tercebut pada huruf e apabila Wajib
Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatran untuk memasuki

tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan ;

S. meminta keterangan dan/atau buKi yang diperlukan dari pihak ketiga yang

mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
(2) Pemeriksaan kantor, dilakukan dengan cara :

a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku

catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer

dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;

b. meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk
keluaran dari media komputer dan perangkat eleKronik pengolah data lainnya

dengan memberikan tanda terima ;

c. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk

keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;

d. meminta keterangan lisan danlatau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa ;
e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang

mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
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Pasal 79
(1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau

kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak
yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai batas
kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada
kesempatan berikutnya.

(2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda,
pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.

(3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak
juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta
pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu
kelancaran pemeriksaan.

(4) Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki
tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna

kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil
atau kuasanya harus menandatangani surat pemyataan penolakan membantu
kelancaran pemeriksaan.

(5) Apabila pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membanfu kelancaran pemeriksaan, yang

bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu
kelancaran pemeriksaan.

(6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang

ditandatangani oleh pemeriksa.

(7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pemyataan penolakan membantu

kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan

besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.

Pasal 80

(1) Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan didokumentasikan dengan

baik untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD, SKPDLB atau STPD atau

tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

(2) Apabila penghitungan besamya pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDLB dan STPD

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berbeda dengan SPPT, perbedaan besamya
pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 81

(1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan

lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah
pemeriksaan selesai dilakukan.
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(2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling

lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.

(3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah

pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.

(4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan

secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib

Pajak.

(5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

Pas.t 83

(1) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang

dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.

(2) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waKu paling lama 4 (empat) bulan

yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP

dltandatangani.

(3) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselesaikan

dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal E4

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis tata cara pelaksanaan PBB-P2 di

Kabupaten Kediri akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

Standar Operasional dan Prosedur PBB-P2 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 36

Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Peftotaan di Kabupaten Kediri (Bedta Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 36)

dicabut dan dinyatakan tidak bedaku lagi.

Pasal 82

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di

bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan

pemeriksaan.
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Pasal 88
Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas plt Kepala Badan pendapatan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 180/83o7t411.s2t2o1z tanggal 19 Desember 2017
perihal Penyusunan Regulasi Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kediri serta
Berita Acara Nomor 050/83611418.s2t2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang
Pembahasan Penyusunan Regulasi Pelaksanaan pemungutan pBB-p2 di Kabupaten
Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa perlu menetapkan 5 (lima) regulasi
pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kediri dalam 2 (dua) peraturan Bupati
Kediri dan 3 (tiga) Keputusan Bupati Kediri serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 29 - 12 -20'17

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANT] SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

tanggal 29 - 12 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRITAHUN 2017 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.
Kepala Bagian Hukum

Pe bina
NIP. 19670 7 199003 1006



TAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 59 TAHUN2017
TANGGAL :29-12-ZA1t

BENTUK DAN ISISURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

(sPoP HATAMAN DEpAN)

l' ,lPEMERINTAH KABT]PAIEN KEDru
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pamenang No. I Telryon (0354) 682897 Kdiri
KEDIRI

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

6. NAMA]AIAN 7. ELOK / KAV / NOMOR

8. KETURAHAN g.RW 10.RT

15. NAMAJALAN 16. BLOK/ KAV/ NOMOR

17. KELURAHAN / DESA

20. KABUPATEN / KOTAMADYA. KODE POS

21. NOMOR KTP

18.RW 19.RT

-. 
NAMA SUBJEK PAJAK

12. PEKERJAAN PNS*) 2. ABR' ')

Penyewa11. STATUS 1. Pemilik 4. Pemakai

4. Badan

14. NPWPD

3. Pengelola

3. Pensiunan *)

5. Sengketa

5. Lainnya

siap Bangun
nz. xavtine f]s

Catatan : ') yang semata*nata b€rasal dari gaji atau uang pensiun

22. LUASTANAH

(M2)

24. JENIS TANAI{ Tanah

Kosong

fasilitas

Umum

1. Tanah+

Bangunan

A. INFORIVIASI TAIVIBAHAN UNTUK DATA BARU

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

C. DATA SUBJEK PAJAK

D. DATA TANAH

3.

rTt:
PR DT II

u

5.. NO?:SPP,T [rdMA ,'



(sPoP HATAMAN BETA|GNG)

25. JUMLAH BANGUNAN

saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap

menurut keadaan yang sebenamya, sesuai dengan Pasal 81 ayat {2) Perda Kab. Kediri Nomor 1 Tahun 2OU tentanB pajak Daerah

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Xediri Nomor 3 Tahu n 2Oll.

- Dalam hal bertindak selaku Xuasa, Surat (uasa harap dilampirkan

- Dalam hal Sublek Pajak mendaftarkan sendiri objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Paiak

- Batas waktu penSembalian SPoP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 81 ayat (2) Perda xab. Kediri Nomor 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017.

27. TANGGAI- 28. TANDATANGAN25. NAMA SUBJEK PAJAK/

KUASANYA

PETUGAS PENDATA

29. TANGGAT (TGVBrfi/rHN)

30. TANDATANGAN

I /

31, NAMAJELAS

32. NrP

MENGETAHUT PEJABAT YANG BERWENANG

I Ir

35. NAMAJEI.AS

36. NtP

33. TANGGAL (TGVBLN/TH N)

34. TANDATANGAN

E. DATA BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak

(tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/

jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang

mudah diketahui oleh umum

- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah Utara,

Selatan, Timur, dan Barat

=

Contoh Peneqambaran

Jt. Ketud

AliKarno

Burhan

Saidi



SPOP HAIAMAN

l.,lLAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK I:l

ll tl [,..1 l'l l, I

1. Perumahan

4. Toko/apotiUruko

7. Hotel/resto/wisma

10. lainlain

13. Apart./kondominium

16. Gedung sekolah

tlnItl
E

2. Perkantoran

5. RS./klinik

8. Bengkel/gudang

11. Bang.Tdk.kena Paiak

14. Pompa bensin (kanopi)

TI
T
trtl

3. Pabrik

6. Olahraga/rekreasi

9. Gd.pemerintah

12. Bang.parkir

15. Tangki minyak

5. JENISPENGGUNAAN

BANGUNAN (JPB)

7. JUMTAH LANTAI

10. DAYA LISTRIKTER.

PASANG (WATT)

/Gtg Glazur

18. AC Sentral l-lr. m, f]2. rio*"a"

6. LUASBANGUNAN

(M2)

8. THNDIBANGUN

9. THNDIRENOVASI

11. KONDISI UMUM

12, KONSTRUKSI

13. ATAP

nl sangat baik l-lz. s"it

flr. Baia nz. s"ton

[r. Decrabon/Beton l-lz. ets. aeton/

J-la. s"a"ng

n:. srtu e.t"

f]a. c,s. e;"r"
Sirap

l-la. :"t"t

na. r"y,

I--la. aru., [s. s.ng
Aluminium/
Spandex/

Galvalume

14. DINDING

15. t-AN7At

16. LANGIT.LANGIT

[-lz. a"ton

Vz. xenmix

f]2. rript"t4r-
bes/Bambu

l-la. x"yu

V+. utinpct
Papan

flr. Kaca/

Aluminium

[r. Marmer

f]r. ntustit/ati

[s. art, e"tal
Conblok

nt. r"*o

[4. ria.t"a"

ns. s"ne l--lo. ror"a"
Dinding

l-ls. s"',un

II
19. LUAS KOTAM

RENANG (M2)

1. Diplester n2. oengan eelapis

20. tuAs PERXERASAN HALAMAN {M2)

Berat

Den8an Penutup

[antai

II]
II

TNP TAMPU

l-iaV

DGN TAMPU

Beton

Rumput

21. JUMLAH

TAPANGAN

TENIS Penumpang

Kapsul

Barang

22. JUMTAH LIFT 23. JUMTAH TANGGA BERJATAN

l-_lt.s"j./s"ri l--lz.gata/satako

24. PANJANG PAGAR

(M2)

BAHAN PAGAR

nr. uyaon l-lr. ea" nz.ria"rm,

f]2. Snrinkter f]2. eoa [z.naatlua

ns. rirert. [-lr. oa. nz.ra.raa,

25. PEMADAM

KEBA(ARAN

26. JMT SALURAN

PES. PABX

27. KEDATAMAN SUMUR

ARTESTS {M)

A. RlNClAl.l DATA BANGUNAN

B. FASILITAS

T
u
nntItl

m

lT.ruMLAHAc l-Tlsptit fflwinoo*

Lbr > O,8OM m



IAMPIRAN SPOP HAI.AMAN

Salinan sesuai dengan aslin]ra
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Ralgrat

u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HARYANTI SUTRISNO

32, LUASMEZANINE

33. XEI,AS 8ANGUNAN

nrr***o**
l-lz. x"tas z l-ls. rehs s n+. xetas s

SWA'TA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2I9I

PABRIK / BENGI(EL / GUDANG / PERTANIAN (JPB=3/8)

l-lr. xa", r

29. LEBAR BENTANC (M)

31, rcULNG

DTNOING(M)

fJr*o I o.or( / PA'AR / RUr(o ops'41

:+" xETAsBANGuNAN flr. xeus r l-lz xetas z f-ls. reh, s l-lo. *"t"ro

35. KETAS EANGUNAN

36. IUAS(AMARDGN

AC SENTRAT

[-ls. xetas r

37. TS RUAN6 IAIN DGN

AC SENTRAL (M2)

Kelas 1 [2. xet"s z na.reusa

fltur* so*r/ xuNrK (rPB=s)

(elas 2nr.x"t"rr
l-loun noea / RET.*EA'T (JPB.6)

39. JENIS HOTEL

40. JML EINTANG

41, JUMI.AH XAMAR

l-lz. *.ron

l-lr. rinonu a J-la. oi,,tang r-z l-ls.non Brntang[r.0,n,"*+
42, LUAS (AMAR DG

AC cENrRAr {M2)

l_ltor., / *,sMA (rPB=12)

Non-Resort

Bintang 5

fl'
Ir.

43. IUASRUANGIAINDGN
AC CENTNAL {M2)

IBANGUNAN PARKIR !P8=12)

44. TIPE EANGUNAN 1. Tipe 4n f]z,*, l--lq. ripe r

l-'lepmrrueit fiPB=l3)

4.Tipe 4nr.rip"r l-lz. nr" z [-lr. ripe r45. TIPE BANGUNAN

46. JMLAPAftTEMEN 47. TUASAPTDGN

AC SENTRAL (M2)

/I8. tS RUANG LAIN DGN

ACSENTRAL{M2)

MTNYAX(JPe15)

49. XAPASITASTANGXI 1. Di atas tanah

nr*u*,

{M3)

[-lz. oi bawah tanah

IIII

IIZIITII

53. Nil-At titoMDUAL

PETUGAS PENOATA MENGETAHUI PE'AOAT YANG BERWENAiIG

61. NAMAJEI..AS

l-lerornu
[-lz. xet"s z

l-lrr. ,,ro, r,rr*

51. KETAS BANGUNAN

SE(otAH (JPB=16)

NIP.

54. TGL. KUN]UNGAN

KEMEALI

55. TGt. PENDATAAN

56. TAIIDATANGAN

C, DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON.STANDART

E. PENTLATAN TNDTVTDUAL (X1000 RP.)

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

D+rP. 196 199003 1 006

28. TTNGGI KOLOM {M)

30, DAYA DUTUNG

LA$frAl (KB/M2)

38. XETAS Ml{GUr.lAN

[r. np" z

5{). TETAXTAN6K

Kelas 1

57. NAMAJELAS

59. TGL PENDATA.AN

60. TANDATANGAN



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 59 TAHUN2017
TANGGAL : 29 - '12 - 2017

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

HAIAMAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TA}IUN

NOP

LETAK OUEK PAJAK NAMA DAN ATAMAT WAIIB PAJA(

OBjEK PA'AK LUAS IM2} KEI.AS NJOP PER M2 (Rp} TOTAL NJOP (Rp)

IIJOP Sebagal dasar p€ntenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan

NJOPTKP (NJOP fidak Kena Pajak)

NJOP untuk penghitungan PBB-P2

PBB-P2 yang Terhutang

PAJAX BUMI DAl{ BAITIGUITAII PERDESAA,{ DAI{ PERXOTAAil YANG }I,ARUS DIBAYAR (Rp.)

Desa/ Kelurahan

Kecamatan

rGL. JATUH TEMPO

TEMPAT PEMBAYARATI KEPATA BADAN PENOAPATAN DAERAH
(ABUPATEN KEDIRI

Diterima tgl
Tanda Tangan

NAMAWP
tetak Objek Palak

NOP

SPPTTahun/ Rp.

NPWPD:



Nama Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal

Tanda Tangan Petugas

PERHATIAN
1. Apabila dalam sPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lainJain),

Wajib Pajak dapat menghubungi Badan pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
2. Pajak yangterutangharus dibayar sekatigus selambat-tambatnya 6 (enamlbulansejak

tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SppT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat pembayaran yang ditentukan

pada SPPT ini.

4. Bukti Pelunasan PajakBumidanBangunan perdesaan dan perkotaan (pBB-p2)yangsah
adalah surat Setoran Pajak Daerah PBB-P2 (sspD pB&p2) untuk pembayaran secara langsung
atau melalui petugas pungut.

5. Pajak yang terutang yang tidak dapatdibayarpadatang8aljatuhtempo,dikenakansanksi
sebagai berikut:
a). denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, dan
b). ditagih dengan STPD PB&P2, dan dalam hal STPD pB&p2 tidak dilunasi, ditanjutkan

dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelanganataskekayaan
Wajib Pajak.

6. Keberatan atas lumlah pajak yang terhutang padasppTinidapatdiaiukankepadaBadan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri dalam jangka waltupalinglama3(ttga) bulan
seJak tanggal surat, kecualt jlka WaJib pajak dapat menunJukkan bahwaJangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya

7. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek pajak yang

ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, serta
dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

8. Batas waktu tersebut pada butir 6 dan 7 dapat diperpanjang jika Wajib pajak dapat
membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.

9. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

10. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib
Pajak harus melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.

11. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagaidasar
pen8enaan BPHTB datam hal Nilai Perolehan Obiek Paiak tidak diketahui atau tebih rendah
dari NJOP sesuai dengan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017.

12 Apabila tan8gal jatuh tempo tertulis tantgal :

a). 31Juli, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggallAgustuss/d
tanggal 31 Agustus bulan ll adalah tanggal 1 September s/d 30 September, dst.

b). l0Agustus, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah 11 Agustuss/d
tangSal 10 September bulan ll adalah tanggal 11 September s/d 10 Oktober, dst.

2
FoveulE
2
a
z
.ANui*crjlE

EH
Ct -6EiE02E<s?zz<9AJ

=HUi;2y<=clra
EE
=<EE

v,

=zoE
Eut
ul
AF
c.
a

(SPPT HATAMAN BET AKANG)

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HARYANTI SUTRISNO

NIP.1 199003 1 006



LAMPIRAN lll : PERATURAN BUPATT KEDtRt
NOMOR : 59 TAHUN2017
TANGGAL:29-12- 2017

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMEHilTAH TABUPATEI{ (EDtRt

BADAII PENDAPATAT{ DAERAH
JL. PAMENANG NO.1
TELP. 0354.582897

KEDIRI

SKPD PBB. P2
(SURAT I(ETETAPAN PAIAX DAERAH

PAJAX BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN}

Periode Pajak
No. SKPD
Tanggal
No. SPTPD

NAMAWP Diterima tgl
Tanda TanganLetak Obiek Paiak Kecamatan

Desa/ Kelurahan

NOP

SPfr Tahun/ fip.
Nama Terang

LETAK OBJEX PAIAK NAMA DAN ATAMAT WA'IB PAJAK

NPWPD
OBJEK PAJAK LUAS (M2) KETAS I\UOP PER M2 (Rp) TOTAL NJOP

tlt0P Sebagai dasar pengeman PBB-P2

NJOPTXP (NIOP Tidak Kena Pajak)

NJOP untuk penghitungan PB&P2

PBB-P2 yang Terhutang

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)

TGT.JATUHTEMPO

TEMPAT PEMEAYARAN

(NrP.)

KEPALA BADAN PENDAPATAN

XABI'PATEN (EDIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Ralryat

u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HARYANTI SUTRISNO

NIP.19670307 99003 1 006



BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI KEDIR]
NOMOR : 59 TAHUN2017
TANGGAL: 29-12-2017

BUPATI KEDIRI,

ttd.

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Ralryat

u.b.

Kepala Hukum

@ PEMERIT{TAH KABUPATEN KEDIRI

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Pamenang Nomor 1, XediriTelp. (tB5a) 6&1897

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PA'AK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor Tahun:

Tanggal oenerbitan :

Jumlah pajak yang terutang

yang masih harus dibayar

Rp.

tetak obiek Palak

l(abupaten/Kota

Kecamatan

Desa/Kelurahan

Alamat

Nama dan alamat Waiib Palak

NOP NPWPD

1 Tahun

2 Telah

3

4 2+
5 1-
6 Denda administrasi 2% bulan x
7 berdasarkan BPSP 1

8 masih harus +6+

Tanggal jatuh tempo Tempat pembayaran

PERHATI.AITI

1. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (SfP PBB-P2) ini harus dllunasi paling lambat 1 {satu)
bulan sejak tanggal diterima.

2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum
dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan
penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan lelang.

{Pasal

Nama WP.

NPWPD

NOP

No. STP PBB

Tanggal Penerbitan

(pdiri

KEPAI.A BADAN PENDAPATAN DAERAH

I(ABUPATEN (EDIRI

NIP.

Diterima Tan88a1.............. -..-.. -....-.--...

Penerima

Nama lengkap dan tanda tangan

lembar te 1 untuk Walib Paialq kmbar ke 2 untut Dispenda Xab. y.edlri

NIP.1 199003 1 006

Perincian pajak yary t€rutarg



BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PBB.P2 HATAMAT{

SURAT SETORAN PAJAI( DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUITIAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Tan8gal Jatuh Tempo :

Jumlah yang dibayar (termasuk denda) jika pembayaran

dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :
I

ll

ilt

IV

VI

vil
vil
tx

x

xl

xI

xm

xtv

XV

xvr

nnt
xvil
xlx
)fl
xxr

xxu

xxm

)c(v

dari

NOMOR SPPT {NOP)

Sejumlah: Rp

Tanggal Pembayaran

Jumlah yang dibayar

Rp.

tembar untuk untuk Waiib Pa.iak

L,T

1.8

Tanda Terima

dan

Stempel

TempatPembayaran :

Telah menerima pembayaran PBB-P2 Tahun

Nama Wajib Pajak :

letak Objek Pajak : l(ecamatan

Desa I l(el.

PAJAK BUMI DAN BANGUTTIAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Tempat Pembayaran :

Telah menerima pembayaran PBB-P2 Tahun

Nama Wajib Pajak :

LetakobjekPajak : Kecamatan

Desa / Kel.

dari

Lembar umuk Eidang Psbukuan dan PelapoEn Dispfida

Jumlah yangdibayar: Rp

Tanda Terima

dan

Stempel

Tanda Terima

dan Stempel
Tanggal Pembayaran

Jumlah yang dibayar: Rp

Lembar uotuk gendahaE Penerima

NOMOR SPPT{NOP)

Sejumlah: Rp.

Tanggal Pembayaran

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TempatPembayaran :

Telah menerima pembayariln PBB-P2 Tahun

Nama Wajib Pajak :

l-etakObjekPajak : Kecamatan

Desa / Kel.

dari

SURAT SETORAN

NOMOR SPPT (NOP) :

Sejumlah: Rp.

Tanggal Pembayaran :

.lumlah yang dibayar : Rp

lembar untuk Tempat PembayaEn

Tanda Terima

dan

Stemoel

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 59 TAHUN 2017
TANGGAL:29-12-2017

5URAT 5ETORAN PAJAK DAERAH



IIUMERATOR
(SSPD PB8.P2 HATAMA BEIATANG}

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Ralryat

u.b.
Kepala Hukum

Pe

NIP. 19670 99003 1 006

BUPATIKEDIRI,

ttd.

HARYANTI SUTRISNO

1. SSPD P8B-P2 merupakan buki pembayaran pBB-p2 yangsah. Untuk kepentintan Wajib pajak
s€ndiri, simpanlah SSPD P88-p2 dengan baik.

2. Atas Pembayaran Paiak Terutang p8&p2, tidak ditenakan Bea Materai sesuai pasal4.e
UU. No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

PERHATIAN

1. Apabila tangaal jatuh tempo tangSal 31Juli, maka yang dimaksud dengan bulan ke-l adalah
tangSal 1 Agustus s/d tanSgal 31 Agustus, bulan ke-ll adalah tanggal l september
s/d 30 September, dst.

2. Apabila tan88al iatuh tempo tantSal 10 ASustus, maka yant dimaksud den8an bulan ke-l
adalah tang8al 11 Agustus s/d tanSgal 10 Septembe., bulan ke.ll adalah tanggal
11 S€ptember s/d 10 Oktober, dst.

3. L.T. Adalah Luas Tahah dalam M2.
LB. Adalah Luas EanSunan dalam M2

PENJELASAN



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.
Kepala Bagian Hukum

IAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATIKEDIRI

NOMOR : 59 TAHUN 2017

TANGGAL :29 - t2 - 2077

BUPATI KEDIRI,

FORMAT BENTUK DAN UKURAN STIKER DAN' ATAU PAPAN TEGURAN
OBJEK PAJAK DALAM PENGAU'ASAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

:45 cm x 30 cm
: (sesuaidengan warna diatas)

:30cmx20cm
: (sesuaidengan warna diatas)

Ukuran I

Warna

Ukuran ll
Warna

Ketentuan pemilihan besar dan keci! nya sticker yang akan dipasang berdasarkan penilaian Bidang
Pembukuan dan Penagihan Bapenda

ttd.

{# PE,RHATIAN
BAD.\N PEND,\PATA]\ DAERATI

K.{BIIPATE\ KEDIRI

OBJEK PAJAK INI

DALAM PENGAWASAN BADAN PEIYDAPATAN DAERAH
KARENA MENUNGGAK PAJAK DAERAH

(Sesuai dengan Perda Nomor I Tatrun 201 I tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan PerdaNomor 3 Tahun 2A17, dan Peraturan Bupati Nomor Tahun )

Merusak/ melepas sticker/ segel Peringatan ini melanggar Pasal406 KUHP

Untuk keterangan lebih laniut. hubungi Radan Pendapatan l)aeralr (Bapenda) Kahupaten Kediri
Telp. lBidang Pentbukuan dan Penagilran)

NIP. 1967030 199003 1 006

HARYAIITI SUTRISNO


